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KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REFUBLIK INDONESLA

NOMOR 5328 TAHUN 2016
TENTANG

FEMBERIAN IZIN PENDIRIAN /| OPERASIONAL
MADRABAH IETIDAIYAH BUSTANUL ULUM JATIROTO HKABUFATEN LUTMAJANG

FROPINESI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAR YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

1A

hahwa dalam rangksa meningkatkan  akses  pendidilkan
mudrasahy yang bermuotu, perln memberikan  kosempdtan
masyarakat melalui organisasi  berbadar hukum untuk
menvelenggarakan madraseh sesuai dengan standar nasinnal

pendidilen;

ubwn masa berlaku izin operasionudf pendirin m_adrumu:
sebagaimana (ercantum dalam Lampiran Keputusan il teiakh
hahis!

bahwa madiasah sebagaimana tercantum dalom [ampired
Keputisan ini telah memennhi persvaralan perpanjangan gin
pendirianfoperasional madresah;

battwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam horuf a hurufl b den hueal o, perlo mengtapkan
Keputusan Menteri Agama  Hepublik  Indonesia  tentang
Perpurijangan  Izin Pendivian/Operasional  MADRASAT]
IBTIDAIYAH BUSTANUL ULUM JATIROTS KEABUPATEN
LUMAJTANLY Provingi .Jawa Timur.

Upndang-Undang Momor 20 Tahun 2003 itentang  Sistem
Penddidikan Moswoped [Lemberan MNegaras Republik Indonesis
Tuhun 2003 Nomar 78, Tambahan Lembaran Negarm Republile
indomesia Nomaor $301]);

Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 20005 tentang Standar
Wasional Pendidikan [Lembaren Negara Republik mdonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimena telah diubah denpan
Peraturan  Pemerintah  Nomor: 13 Tahun 2015 tenrang
Perubuhan Keduoa Atas  Peraturan Pemeriniah Nomor 19
Tahun 20005 tentang Standar Masional Pendidikon {Lembaran
KNegara REepublik Indonesia Tahun 20015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia: Nomar 5670);

Peraluran  Pemerintah  Momor 48 Tahun 2008 tenlang
Peilunaan Pendidikan (Lembarun Negara Republik [ndonesia
Tahun 2008 Nomaor 91, Tambahan Lembaran Negara Republile.
Indonesia Nomor 4864);

[::



4, Perpturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Penpeloloan  den Penyelenggaraan  Pendidikan [Tembaran
MNegara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara  Republie  Indonesia  Nomor  5150)
sehapalmana  felah divbah  dengan Perataran  Pemerintah
Momor 66 Tahun 2010 tentang Perubehan Atas Perafaran
Pemeriniah Nomaor 17 Tabun 201 tenlang Pengelolaan dan
Penvelenggaraan  Pendidikan [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tabun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5157},

5. Petaturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang  Standar Sarana dan  Prasarana Untule Sekolab
Dasar/Madrasah Iticlakyal, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah  Tsanawivah, dan Sckolah Menengah
Atas/ Madrasah Alivah:

&, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Pendidikan i
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menterd Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang  Perubahan Alas  Peraturan  Menterd  Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaton/ Kola;

7. Peraturan Menterd Agama Nomor 90 Tabun 2013 tentang
Penvelenggaran Pendidikan Madrasah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun #0013 Momar [5382);

8. Keputusan Direkour Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yanp Diselenggarakan olch Masyarakat;

4. Kepulusan Dirckrur Jenderal Pendidikan |slam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekmis Perpanjangan  [xin
FPendirian Madrasah, Penerbitan Sural Kepulusan Peogeanti
Izin Peodirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbilan Surmt
Keterangan Kerusakan Dokumen Izxn Pendimian Madrasah;

Memperhatikan - Rekomendasi darl Kepala Kantor Kementerian Agama EAGUPATEN
LUMAJTANG Nomor: Kd. 1553/ 2/FP.O00.03 0 11512016 Tanggal 20
April 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN [ZIN
PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASATI IBTIDATYAH BUSTAKUL
ULUM  JATIROTO KABUPATEN LUMAIANG PROVINST JAWA
TIMUR,

KESATLU I Memberikan perpanjangan izin pendirion/eperasional madrasah
kepada madrasah sehagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisabhkan dari Keputusan ind,




KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam I
KESATU dapat dicabut apabila ma&maah_ yan,
melakukan pelanggaran sesuai dengan W
perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini moulai berlaku pada tanggal ditetaplkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Agustus 2016

a.m. Mh..HTE.R[ AGAMA REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN

KEEPUTUSAN MENTERI AGAMA

REFUBLIK INDONESIA

NOMOR 5328 TAHUN 2016

TENTANG ' ..
PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADREASAH IBTIDAIYAH BUSTANUL ULUM
JATIRGOTO KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI
JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBEEIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

|
1 | Nama Madrasah ' BUSTANUL ULUM JATIROTO

2 | Nomor Statistik Madrasah 111235080112
3 ! Alamat Madrasah CURAH WEDI
JATIROTO
KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
4 | Nama Organisasi Penyelenggara BHP NAIIDLATUL ULAMA i
5 | Akte Notaris Organisasi | NO. 4 MUNYATI SULLAM, SH, MA e

& | Pengesahan Akite Notaris | AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013 /
Organisasi Penvelenggara 26 JUNI 2013




